BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA RINO. 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENT ASI
PRINSIP DAN STANDAR HAM DALAM PENYELENGGARAAN
TUGAS KEPOLISISAN NEGARA RI DI POLRES SAMPANG
DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH

A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009
Tentang Implementasi dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas
Kepolisian Negara RI di Polres Sampang

Tujuan dari terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisan tersebut
sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2, yaitu:'

1. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri
agar dalam melaksanakan tugasnya scnantiasa memperhatikan prinsip-
prinsip HAM

2. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan
bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM

3. Untuk memastikan penerapan segala prinsip dan standar HAM dalam segala
pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam

melakukan tindakan

! Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009, Tentang
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, hal. 6-7.
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Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu

mendasari prinsip dan standar HAM

Menurut hemat peneliti, berdasarkan data-data yang telah peneliti

peroleh bahwa terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak

Asasi Manusia ialah dikarenakan masih banyak pihak dan anggota kcpolisian

yang masih belum memahami hak asasi manusia schingga dalam mclaksanakan

tugas-tugas kepolisian masih banyak terdapat tindakan kekerasan yang

merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pasal 1 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa:

a.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah
alat Negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, secrta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri

Anggota adalah anggota Polri termasuk pegawai negeri pada Polri

Petugas yang selanjutnya disebut Petugas Polri adalah anggota Polri yang

sedang melaksanakan tugas kepolisian
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d. Etika pclayanan adalah nilai-nilai yang mendasari pemberian pelayanan dan
perlindungan olch polisi scbagai pencgak hukum kepada semua warga
masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepolisian dalam mencgakkan
hukum tidak hanya berperan sebagai pcnegak hukum akan tetapi juga berperan
sebagai pengayom masyarakat dengan tanpa diskriminatif. Oleh karena itu
dalam meclakukan tugas-tugasnya, pihak kepolisian hendaknya tetap mengacu
pada prosedur dan peraturan yang ada schingga dengan demikian tidak akan
terdapat kckerasan dalam penindakan hukum dan pelanggaran hak asasi
manusia.

Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 Tentang
Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian di Polres
Sampang terkait dengan pcnegakan hukum dilakukan melalui beberapa proses,
yaitu penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan.
Dalam proscs penyelidikan, petugas kepolisian dapat melakukan tindakan
penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan dengan tanpa bertindak
sewenang-wenang, merugikan pihak lain, dan tetap berdasarkan dengan etika
kepolisian. Proses pemanggilan dilakukan oleh pihak kepolisian melalui surat
panggilan sesuai dengan tugas dan batas kewenangan kepolisian. Proses
penangkapan hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara yang di

atur dalam perturan perundang-undangan dengan bukti dan alasan yang kuat.
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Scdangkan proscs penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan
menurut tata cara yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan dan
senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia.
Adapun proses pemeriksaan dapat dilakukan sctelah semua prosecs-proses
scbelumnya dilakukan dengan berdasarkan prosedur dan peraturan yang ada.
Secara realistis, berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh pencliti
bahwa pihak atau anggota kepolisian khususnya di Polres Sampang dalam
mclaksanakan tugas-tugas kepolisian masih terdapat tindakan-tindakan yang
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, seperti bertindak sewenang-wenang,
melakukan kekerasan, pemaksaan, tindakan diskriminatif, dan lain sebagainya.
Sebagaimana dikatakan oleh Kapolri Jendral Timur Pradopo:? “Kami menyadari
bahwa masih ada berbagai celah serta kekurangan sehingga dalam pelaksanaan
tugas di lapangan kerap kali ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan
anggota. Menyikapi hal tersebut Polri tetap mendudukkan permasalahan secara
seimbang. Bagi anggota yang melakukan pelanggaran secara tegas akan
diajukan pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun kode etik profesi.”
Hal tersebut dapat dipahami melalui data-data yang telah penulis paparkan

sebelumnya di bab tiga dalam penelitian ini, diantaranya scbagai berikut:

2http://www.indonesiame:dia.corn/ZO 11/12/12/komnas-ham-penyiksaan-oleh-polisi-
meningkat-tahun-2011/
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1. Pcmbakaran Pondok Pesantren dan rumah milik warga Syi’ah yang
dilakukan oleh masyarakat setempat, dan diduga adanya pelanggaran hak
asasi manusia yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Sampang
dikarenakan membiarkan pcmbakaran pondok syi’ah.’

2. Tindakan kcpolisian yang juga mengandung pelanggaran HAM ketika
mengani salah satu terdakwa kasus pengedaran dan pengguna narkoba.
Menurut Makbul (nama samaran) tcrsangka, polisi memaksa bahkan

menjambak rambutnya dan mengancam kctika meminta kesaksian.*

Dari penjelasan di atas, menunjukan bahwa Peraturan Kepala Kcpolisian
Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam
penyelenggaraan tugas kepolisian masih belum terlaksanan secara maksimal
schingga masih banyak penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian
yang merampas hak dan mcrugikan pihak lain. Pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian
dikarenakan masih terdapat anggota-anggota kepolisian yang belum memahami
prinsip dan standar hak asasi manusia sehingga menyebabkan pelanggaran HAM

dalam penegakan hukum.

3hitp://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia’/2012/01/120119_sampang.shtml
* Makbul, wawancara, Sampang, 12 April 2012
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Analisis Terhadap Penyelenggaraan Tugas Kepolisian di Polres Sampang Dalam
Perspektif Maqasid al-syari’ah

Dalam kontcks k¢ Indonesiaan, hak asasi manusia menemukan
rclevansinya apabila dibangun berdasarkan orientasi Magasid al-syari’ah
(tujuan-tujuan dasar syari’at), yakni mewujudkan dan menjaga kebaikan scrta
kemakmuran masyarakat, kepentingan masyarakat ini kemudian dikcnal dengan
Masiahah ‘ammah. Maka, hak asasi manusia dalam perspektif Islam diposisikan
sebagai salah satu sistem yang diharapkan mampu membawa manusia untuk
hidup lebih baik, yaitu dengan memcnuhi kewajiban kcmanusiaan dan
kctuhanan scrta menghargai hak-hak orang lain.’ Dapat diketahui juga bahwa
antara hak asasi manusia dengan Magqasid al-syari’al terdapat relevansi, yaitu
menjaga hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi untuk hidup lebih baik
sesuai dengan syari’at, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Hak asasi
manusia ini sudah dikaji jauh sebelum terdapat globalisasi, akan tctapi bukan
dinamakan HAM melainkan lima hal yang menyangkut kehidupan yang harus
dipelihara, yakni menjaga agama, jiwa, akal, dan keturuna.

Adapun relevansi dari Maqasid al-syari’ah dengan hak asasi manusia
yakni prinsip memelihara agama yang dilandasi dengan ketentuan bahwa setiap
orang berhak memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut

agamanya, prinsip memelihara jiwa dengan landasan bahwa setiap orang berhak

346.

5 Sa’id Agil Siroj, Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), hal.
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untuk hidup dan mendapatkan kcamanan untuk hidup dengan tenang, prinsip
memeihara akal yang dilandasi dengan kectentuan bahwa setiap orang berhak
memperoleh pendidikan, prinsip memelihara keturunan yang dilandasi dengan
sctiap keluarga berhak atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya, dan
prinsip memelihara harta dengan landasan bahwa sctiap orang mempunyai hak
milik.

Menurut Ali Yafie dalam kajian ah/ al-ijtihad terdapat beberapa jenis
Maslahah, yaitu scbagaimana berikut:®
1. Maslahah yang diakui ajaran syari’ah, yang terdiri dari tiga tingkat

kebutuhan manusia, yaitu:

a. Daruriyyah  (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen
kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut
terpcliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya,
harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Kelima
hal tersebut biasanya disebut a/-kulliyyat al-khams atau al-daruriyyat al-
khams, yang menjadi dasar Maslahah (kepentingan dan kebutuhan
manusia).

b. Hajiyyah (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan

kemclaratan dalam kehidupannya.

® Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis,
(Magelang: Indonesia Tera, 2001), hal. 6-7.
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c. Tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan
santun dan tatakrama dalam kehidupan.
2. Magslahah yang tidak diakui ajaran syari’ah, yaitu kcpentingan yang
bertentangan dengan Mas/ahah yang diakui terutama pada tingkat pcrtama
3. Maslahal yang tidak terkait dengan jenis pertama dan kedua.

Berdasarkan pendapat Ali Yafic tersebut di atas dapat dipahami bahwa
implementasi tugas kepolisian Polres Sampang kaitannya dengan hak asasi
manusia yaitu bersifat daruriyyah, hajiyyah al-syari’ah, dan tahsiniyyah karena
sccara proscdural dan berdasarkan pcraturan undang-undang yang berlaku,
penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sampang yaitu tidak hanya pada
tindak krimanalitas akan tetapi juga mencakup pada tindak perlindungan kepada
masyarakat atau kelompok terkait dengan segala aspek kehidupan khususnya
terkait dengan apa disebut dengan a/-kulliyyat al-khams atau al-daruriyyat al-
khams, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan
kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan
kepercayaan agamanya.

Lebih lanjut, berdasarkan data-data yang telah penulis paparkan di bab
tiga dalam penelitian bahwa dalam implementasi dan standar hak asasi manusia
dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian di Polres Sampang terkait dengan
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009, masih terdapat scbagian

anggota kepolisian Polres Sampang yang melakukan pelanggaran HAM dalam
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melaksanakan tugasnya, scperti melakukan kekcrasan, tidak membela golongan

minoritas, dan lain scbagainya.

Hal tersebut tentunya terlepas dari salah satu konsep legalitas Magasid
al-syari’alh scbagaimana yang discbutkan olch Wahbah Al-Zuhaili, yaitu scbagai
berikut:’

1. Maqasid al-syari’ah haruslah tsdbit, maksudnya bahwa scbuah hikmah dari
pensyari’atan hukum bisa dirckomendasikan sebagai tujuan syari’at apabila
dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat dhann (asumsi) yang
mendekati kepastian.

2. Magqasid al-syari’ah haruslah zahir, dalam artian bahwa para ulama’ tidak
mempertentangkan wujud keberadaanya scbagai tujuan syari’at ( ‘i//af).
Seperti pensyari’atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis
keturunan, tujan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama’.

3. Maqasid al-syari’ah haruslah mundabit, maksudnya bahwa suatu hikmah
harus mempunyai standar yang jelas (jami’ mani’), seperti perlindungan
terhadap akal (#//zh al-agl) yang merupakan tujuan diharamkannya khamr.

4. Magqasid al-syari’ah haruslah muththarid, maksudnya suatu hikmah haruslah
stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-bcda atau berubah karena
perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan

kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari kafa’ah dalam nikah.

"http://Ibm.lirboyo.net/maqashid-as-syariah-dan-dlawabith-al-mashlahah-pergulatan-seputar-
wacana/, Diakses 29 Juni 2012
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Dengan demikian setiap hikmah yang telah memenuhi kecempat kriteria di
atas, bisa dinyatakan sebagai Maqgasid al-syari’ah. Sedangkan hal-hal yang
hanya berdasarkan wahm (kcmungkinan tanpa dasar) atau takhayyul
(imajinasi) dapat dipastikan bukan merupakan Maqasid al-syari’ah.
Berdasarkan uraian tersebut dan kasus tindak pclanggaran hak asasi
manusia yang tcrjadi di Sampang scbagaimana telah peneliti paparkan di bab
tiga dalam penclitian ini, dapat dipahami bahwa tindak pelanggaran hak asasi
manusia yang dilakukan oleh masyarakat sampang terhadap golongan syi’ah
dengan membakar pondok pesantren dan tempat tinggalnya, bagitu juga tindak
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap
kaum syi’ah dengan membiarkan pelaku pembakaran tersebut merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan Magqasid al-syari’ah karena perbuatan yang
dilakukan oleh masyarakat dan anggota kepolisian tersebut sangat bertentangan
dengan undang-undang HAM dan Peraturan Kcpala Kepolisian Negara Rl yang
keduanya merupakan dasar penegakan hukum yang mencakup standar yang jelas
(fami’ dan mani’), yaitu bahwa perlindungan hak manusia harus dilakukan
secara menyeluruh dengan tanpa membedakan golongan, ras, dan lain
sebagainya serta harus terdapat konsckwensi hukum bagi seseorang yang
melanggar aturan hukum tersebut.
Di samping itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa

diantara tujuan dari syari’at Islam ialah untuk memelihara agama, jiwa, akal,
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keturunan dan harta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan olch masyarakat dan anggota
kepolisian terhadap golongan Syi’ah di Kabupaten Sampang tersebut
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Magasid al-syari’ah karena
termasuk menyalahi prinsip memelihara jiwa dan harta.

Menyalahi prinsip memelihara jiwa, karecna prinsip ini melandasi
ketentuan bahwa sctiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya, bahwa sctiap orang berhak hidup tentram,
aman, damai, bahagia, dan scjahtera, baik lahiriah maupun batiniah, dan bahwa
setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram scrta berhak atas perlindungan
terhadap ancaman ketakutan. Dan menyalahi prinsip memelihara harta, karena
prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik,
baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi
pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak
melanggar hukum, bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan
sewenang-wenang dan secara melawan hukum, dan bahwa setiap orang berhak
atas perlindungan hak miliknya.

Di samping kasus terscbut di atas, berdasarkan data yang telah penulis
paparkan di bab tiga dalam penelitian ini bahwa terdapat kasus yang juga
merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia yaitu pemaksaan dan

pengancaman terhadap tersangka kasus pengedaran dan pengguna narkoba oleh
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scorang anggota kepolisian Polres Sampang. Dengan demikian, dapat dipahami
bahwa tindakan tersebut tentuanya juga merupakan tindakan yang bertentangan
dengan undang-undang HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI,
sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 poin a, b, dan c bahwa sctiap
anggota Polri dalam mclaksanakan tugasnya harus bertindak sccara adil dan
tidak diskriminatif, berprilaku sopan, dan menghormati norma agama, etika dan
susila.

Di samping itu, berdasarkan konsep Magqasid al-syari’alh bahwa kasus
pcmaksaan dan pengancaman tersecbut  juga merupakan tindakan yang
menyalahi prinsip memelihara jiwa yaitu bahwa sctiap orang berhak atas

perlindungan terhadap ancaman ketakutan.



